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	Capaian Pembelajaran (CP)
	CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK       

	
	CPL1
SIKAP
	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

	
	CPL2
KETRAMPILAN UMUM
	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 
2. Mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri; bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif.

	
	CPL3

KETRAMPILAN KHUSUS
	1. Bersikap rasional dan dinamis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuan Hukum
2. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum berdasarkan agama, moral dan etika; 
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan agama, moral dan etika; 

	
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)


	
	CPMK
	Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa memiliki integritas dan etika profesi hukum, sehingga mampu berpikir secara kritis, logis, sistematis dan mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan, serta mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum..

	
	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

	
	Sub-CPMK
	1.  Memahami tentang Dasar hukum, macam -macam, susunan badan -badan peradilan umum, kewenangan, tempat kedudukan, susunan pejabat pada suatu PN & PT, kekuasaan kehakiman yang bebas
2.  Memahami tentang Pengertian tersangka, terdakwa, terpidana dan nerapaidana dan hak –haknya
3. Memahami tentang Awal suatu proses HAP dan PPP, mulai dari tertangkap tangan, pelaporan, pengaduan dan tertangkap sendiri oleh aparat penegak hokum. 
4. Memahami tentang Aparat penegak hokum dan wawenangnya dalam HAP dan PPP


Mata Kuliah ini membahas tentang prosedur dan tahap-tahap beracara di pengadilan menurut KUHAP dalam perkara pidana dan menjelaskan tentang hal-hal menyusun dan membuat: Surat Kuasa, Surat Dakwaan , Eksepsi (keberatan), Surat Tuntutan pidana (Requisitoir), Pembelaan (Pleidooi), Replik (nader requisitoir), Duplik (nader pleidooi), Putusan Pidana serta pengajuan upaya-upaya hukum dalam perkara pidana.

	
	

	Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
	1. Kontrak Kuliah dan Penjabaran Umum

2. Pengertian tersangka, 
3. Pengertian Terdakwa, 
4. Pengertian Terpidana dan narapaidana dan hak –haknya
5. Tertangkap tangan, pelaporan, pengaduan dan tertangkap sendiri oleh aparat penegak hokum. 
6. Aparat penegak hokum dan wawenangnya dalam HAP dan PPP
7. Upaya-upaya paksa, mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terdahap tersangka, terdakwa dan terpidana.
8. Ujian Tengah Semester
9. Pengertian praperadilan, maksud dan tujuan praperadilan wewenang praperadilan, yang berhak mengajukan permo-honan praperadilan, pengerti-an pihak ketiga yang berke-pentingan
10. Praperadilan, pengajuan dan tata cara pemeriksaan praperadilan pembatas- an praperadilan, jenis penetap- an/putusan praperadilan, masalah, upaya hokum
11. Pengertian dan dasar hukumnya, yang ber-hak mengajukan ganti kerugian, alasan pengajuan tuntutan ganti kerugian, tenggang waktu peng-ajuan tuntutan ganti kerugian, besamya jumlah ganti kerugian., prosedur atau tata cara peng-ajuan tuntutan ganti kerugian, tata cara pemeriksaan dan tata cara pembayaran ganti kerugian 
12. Rehabilitasi, yaitu pengertian rehabilitasi prosedur pengajuan permohonan rehabi -litasi, yang berhak mengajuk rehabilitasi, yang berwenang memeriksa tenggang waktu mengajukan rehabilitasi, prosedur pelaksanaan rehabilitasi
13. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian prosedur pengajuan permohonan penggabung -an perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian, kedudukan pihak dalam, pengga - bungan perkara pidana dengan ganti kerugian, jumlah besamya ganti kerugian, putusan ganti kerugian 
14. Bantuan hokum dalam setiap perkara pidana menurut KUHAP
15. Pengertian konek -sitas, prinsip koneksitas, landas -an koneksitas, prosedur dan pelaksanaan penyidikan dalam perkara koneksi - tas, tata cara penetapan wewenang & memu -tus untuk mengadili susunan majelis hakim
16. Review Materi dan Tugas Akhir
17. Ujian Akhir Semester

	Pustaka
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	Dosen Pengampu
	

	Matakuliah syarat
	HUKUM PEMBUKTIAN ACARA PIDANA

	Minggu Ke-
	Sub-CPMK

(Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)
	Penilaian
	Bentuk Pembelajaran,

Metode Pembelajaran, 

Penugasan Mahasiswa,

 [ Estimasi Waktu]
	Materi Pembelajaran

[Pustaka]
	Bobot Penilaian (%)

	
	
	Indikator
	Kriteria & Bentuk
	Luring (offline)
	Daring (online)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1 
	Sub-CPMK-1:

Kontrak Kuliah dan Pejabaran Umum
	· Ketepatan menjalankan kontrak kuliah  
· Ketepatan dalam menjelaskan tujuan mata kuliah 

	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40


	  a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan

platform media lainnya.



	1. Kontrak kuliah
2. Tujuan Mata Kuliah
	5%

	2
	Sub-CPMK-2:

Mahasiswa mampu mengurai Istilah, pengertian dan ruang lingkup HAP dan PPP. Sejarah,
	Ketepatan uraian Istilah, pengertian dan ruang lingkup HAP dan PPP. Sejarah,
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40


	  a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan

platform media lainnya.
	1. Istilah, 
2. pengertian dan 
3. ruang lingkup.Sejarah HAP dan PPP
	5 %

	3
	Sub-CPMK-3:

Mahasiswa mampu Dasar hukum, macam -macam, susunan badan -badan peradilan umum, kewenangan, tempat kedudukan, susunan pejabat pada suatu PN & PT, kekuasaan kehakiman yang bebas 
	Ketepatan uraian Dasar hukum, macam -macam, susunan badan -badan peradilan umum, kewenangan, tempat kedudukan, susunan pejabat pada suatu PN & PT, kekuasaan kehakiman yang bebas 
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	1. Dasar hukum, 
2. macam -macam, susunan badan -badan peradilan umum, 
3. kewenangan, tempat kedudukan, susunan pejabat pada suatu PN & PT, 
4. kekuasaan kehakiman yang bebas
	5 %

	   4
	Sub-CPMK-4

Mahasiswa mampu menguraikan Pengertian tersangka, terdakwa, terpidana dan nerapaidana dan hak –haknya
	Ketetapan uraian Pengertian tersangka, terdakwa, terpidana dan nerapaidana dan hak –haknya
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	 a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	1. Pengertian tersangka, terdakwa, terpidana dan nerapaidana dan 
2. hak –haknya
	5 %

	5
	Sub-CPMK-5

Mahasiswa mampu menguraikan Awal suatu proses HAP dan PPP, mulai dari tertangkap tangan, pelaporan, pengaduan dan tertangkap sendiri oleh aparat penegak hokum.

	Ketepatan uraian Awal suatu proses HAP dan PPP, mulai dari tertangkap tangan, pelaporan, pengaduan dan tertangkap sendiri oleh aparat penegak hokum.
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	 a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	Awal suatu proses HAP dan PPP, mulai dari:

1. tertangkap tangan, 
2. pelaporan
3. pengaduan dan 
4. tertangkap sendiri oleh aparat penegak hokum.
	10 %

	6
	Sub-CPMK-6

Mahasiswa mampu menjelaskan Aparat penegak hokum dan wawenangnya dalam HAP dan PPP
	Ketepatan 
menjelaskan Aparat penegak hokum dan wawenangnya dalam HAP dan PPP
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	 a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	1. Aparat penegak hokum dan
2.  wawenangnya dalam HAP dan PPP
	10 %

	7
	Sub-CPMK-7

Mahasiswa mampu menguraikan Upaya-upaya paksa dalam HAP dan PPP, mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terdahap tersangka, terdakwa dan terpidana.
	Ketepatan uraian Upaya-upaya paksa dalam HAP dan PPP, mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terdahap tersangka, terdakwa dan terpidana.
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	 a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	Upaya-upaya paksa dalam HAP dan PPP, mulai dari:

1.  penangkapan, 
2. penahanan, 
3. penggeledahan dan
4.  penyitaan terdahap tersangka, terdakwa dan terpidana.
	10 %

	8
	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester
	

	9 
	Sub-CPMK-9:

Mahasiswa mampu menguraikan Pengertian praperadilan, maksud dan tujuan praperadilan wewenang praperadilan, yang berhak mengajukan permo-honan praperadilan, pengerti-an pihak ketiga yang berke-pentingan
	Ketepatan uraian Pengertian praperadilan, maksud dan tujuan praperadilan wewenang praperadilan, yang berhak mengajukan permo-honan praperadilan, pengerti-an pihak ketiga yang berke-pentingan
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	1. Pengertian praperadilan, 
2. maksud dan tujuan praperadilan 
3. wewenang praperadilan, 
4. yang berhak mengajukan permo-honan praperadilan, 
5. pengerti-an pihak ketiga yang berke-pentingan 

	5 %

	10
	Sub-CPMK-10:

 Mahasiswa mampu menguraikan Praperadilan, pengajuan dan tata cara pemeriksaan praperadilan pembatas- an praperadilan, jenis penetap- an/putusan praperadilan, masalah, upaya hokum
	Ketepatan uraian Praperadilan, pengajuan dan tata cara pemeriksaan praperadilan pembatas- an praperadilan, jenis penetap- an/putusan praperadilan, masalah, upaya hokum
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	1. Praperadilan, 

2. pengajuan dan tata cara pemeriksaan praperadilan 

3. pembatas- an praperadilan, 

4. jenis penetap- an/putusan praperadilan, 

5. masalah, upaya hukum
	5 %

	11
	Sub-CPMK- Mahasiswa mampu menguraikan Pengertian dan dasar hukumnya, yang ber-hak mengajukan ganti kerugian, alasan pengajuan tuntutan ganti kerugian, tenggang waktu peng-ajuan tuntutan ganti kerugian, besamya jumlah ganti kerugian., prosedur atau tata cara peng-ajuan tuntutan ganti kerugian, tata cara pemeriksaan dan tata cara pembayaran ganti kerugian
	Ketepatan uraian Pengertian dan dasar hukumnya, yang ber-hak mengajukan ganti kerugian, alasan pengajuan tuntutan ganti kerugian, tenggang waktu peng-ajuan tuntutan ganti kerugian, besamya jumlah ganti kerugian., prosedur atau tata cara peng-ajuan tuntutan ganti kerugian, tata cara pemeriksaan dan tata cara pembayaran ganti kerugian
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	 a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.

-
	1. Pengertian dan dasar hukumnya
2. , yang ber-hak mengajukan ganti kerugian, 
3. alasan pengajuan tuntutan ganti kerugian, 
4. tenggang waktu peng-ajuan tuntutan ganti kerugian, 
5. besamya jumlah ganti kerugian., 
6. prosedur atau tata cara peng-ajuan tuntutan ganti kerugian, 
7. tata cara pemeriksaan dan 
8. tata cara pembayaran ganti kerugian
	       5%

	12
	Sub-CPMK-12
Mahasiswa mampu menguraikan  Rehabilitasi, yaitu pengertian rehabilitasi prosedur pengajuan permohonan rehabi -litasi, yang berhak mengajuk rehabilitasi, yang berwenang memeriksa tenggang waktu mengajukan rehabilitasi, prosedur pelaksanaan rehabilitasi
	Ketepatan uraian Rehabilitasi, yaitu pengertian rehabilitasi prosedur pengajuan permohonan rehabi -litasi, yang berhak mengajuk rehabilitasi, yang berwenang memeriksa tenggang waktu mengajukan rehabilitasi, prosedur pelaksanaan rehabilitasi
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	1. pengertian rehabilitasi 
2. prosedur pengajuan permohonan rehabi -litasi, 
3. yang berhak mengajuk rehabilitasi, 
4. yang berwenang memeriksa 
5. tenggang waktu mengajukan rehabilitasi, 
6. prosedur pelaksanaan rehabilitasi 
	5%

	13
	Sub-CPMK-13
Mahasiswa mampu menganalisis Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian prosedur pengajuan permohonan penggabung -an perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian, kedudukan pihak dalam, pengga - bungan perkara pidana dengan ganti kerugian, jumlah besamya ganti kerugian, putusan ganti kerugian
	Ketepatan analisis Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian prosedur pengajuan permohonan penggabung -an perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian, kedudukan pihak dalam, pengga - bungan perkara pidana dengan ganti kerugian, jumlah besamya ganti kerugian, putusan ganti kerugian
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	1. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian 
2. prosedur pengajuan permohonan penggabung -an perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian, 
3. kedudukan pihak dalam, pengga - bungan perkara pidana dengan ganti kerugian, 
4. jumlah besamya ganti kerugian, putusan ganti kerugian 
	10%

	14
	Sub-CPMK-14
Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan hokum dalam setiap perkara pidana menurut KUHAP
	Ketepatan menjelaskan Bantuan hokum dalam setiap perkara pidana menurut KUHAP
	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	1. Pengertian Bantuan Hukum 
2. Pemberian dan Penunjukan Bantuan Hukum. 
3.  Prosedur Permohonan Bantuan Hukum 
4.  Bantuan Hukum terhadap Orang Tidak Mampu/Miskin.
	10%

	15
	Sub-CPMK-15
Review Tugas dan Materi

	Review Tugas dan Materi

	A = 86-100

B = 71-85

C = 56-70

D = 41-55

E =  0 – 40
	a. Kuliah;

b.Diskusi[TM:1x(2x50”)];

c.[PT+BM:(1+1)x(2x60”)]
	eLearning dan platform media lainnya.
	Review Tugas dan Materi

	10%

	16
	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester
	


Tegal,      Juli  2021

Dosen Pengampu 
